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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian terhadap hasil penelitian dan pembahasan didalam 

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan :  

1. Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi adalah 

belum sesuai dengan ketentuan yang diatur, dimana hal ini terlihat dari 

mekanisme Izin Usaha Jasa Kontruksi yang tidak diatur secara khusus, 

tidak sesuainya jangka waktu penyelesaian pengurusan izin usaha yang 

dilakukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Pekanbaru.  

2. Faktor penghambat pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi di 

Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 

Tahun 2009 tentang pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa 

Kontruksi adalah kurangnya jumlah petugas yang memberikan pelayan 

izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), tidak sesuainya jangka waktu 

penyelesaian pengurusan izin yang dilakukan, dan masih kurangnya mobil 

yang akan digunakan untuk melakukan tugas survei ke lapnagan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas maka penulis 

menyarankan sebagai berikut : 

1. Hendaknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Pekanbaru lebih meningkatkan pelayanan kepada pemohon Izin 

Usaha Jasa Kontruksi,sehingga pemohon mendapatkan motivasi yang 

positif untuk melaksanakan pengurusan izin secara mandiri atau melalui 

perantara, dan pemerintah lebih menyederhanakan mekanisme dan 

prosedur pengurusan izin, agar pemohon yang akan mengurus izin usaha 

Jasa Kontruksi lebih mudah dan efisien. 

2. Hendaknya pihak perusahaan yang belum memperpanjang izin usaha jasa 

konstruksi ini melakukan perpanjangan izin sebelum masa jatuh tempo, 

karena tidak banyak lagi persyatan yang akan diajukan kembali. s 


